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ABSTRAK

ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK

KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN

BERMOTOR PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
LAMPUNG

Oleh

NABILA CAHYA NINGTYAS

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBNKB) merupakan bagian penting dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)
yang dikelola oleh Bapenda Provinsi Lampung. Penelitian ini bertujuan
menganalisis efektivitas sistem pemungutan PKB dan BBNKB, baik secara
manual maupun digital, guna meningkatkan efisiensi pelayanan dan
kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif
kualitatif dengan triangulasi data melalui wawancara, observasi, dan studi
pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem manual masih dominan,
khususnya di wilayah yang belum terjangkau layanan digital. Namun, e-
Samsat sebagai sistem digital dinilai efektif dalam mempercepat pembayaran,
meningkatkan transparansi, dan mendorong kepatuhan wajib pajak. Kendala
utama digitalisasi adalah keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital
masyarakat, dan belum optimalnya integrasi sistem antarinstansi seperti
Kepolisian, Jasa Raharja, dan Bapenda. Meskipun SOP telah dilaksanakan
dengan cukup baik, hambatan teknis dan administratif masih menjadi
tantangan. Program seperti pemutihan pajak dan peningkatan pelayanan e-
Samsat menunjukkan dampak positif terhadap tingkat kepuasan wajib pajak,
tercermin dalam tingginya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di berbagai
UPT Samsat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan infrastruktur
digital, integrasi lintas sistem, serta edukasi dan sosialisasi kepada
masyarakat guna optimalisasi penerimaan PAD dari sektor PKB dan
BBNKB.

Kata kunci:
Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sistem
Pemungutan Pajak, e-Samsat, Pendapatan Asli Daerah, Bapenda Lampung.



ABSTRACT

ANALYSIS OF SYSTEMS AND PROCEDURES FOR COLLECTION OF
MOTOR VEHICLE TAX AND MOTOR VEHICLE NAME TRANSFER FEES
AT THE LAMPUNG PROVINCE REGIONAL REVENUE AGENCY

By

NABILA CAHYA NINGTYAS

Motor Vehicle Tax (PKB) and Motor Vehicle Name Transfer Fee (BBNKB) are
important components of Regional Original Revenue (PAD) managed by the
Lampung Provincial Revenue Agency (Bapenda). This study aims to analyze the
effectiveness of the PKB and BBNKB collection systems, both manual and digital,
to improve service efficiency and taxpayer compliance. The research method used
is descriptive qualitative with data triangulation through interviews, observations,
and literature review. The results indicate that the manual system remains
dominant, especially in areas not yet covered by digital services. However, e-
Samsat, as a digital system, is considered effective in accelerating payments,
increasing transparency, and encouraging taxpayer compliance. The main
obstacles to digitalization are limited infrastructure, low public digital literacy, and
suboptimal system integration between agencies such as the Police, Jasa Raharja,
and Bapenda. Although standard operating procedures (SOP) have been
implemented fairly well, technical and administrative barriers remain challenges.
Programs such as tax amnesty and improved e-Samsat services have shown a
positive impact on taxpayer satisfaction, reflected in high Public Satisfaction
Indexes (IKM) across various Samsat Technical Implementation Units (UPTSs). This
study recommends strengthening digital infrastructure, cross-system integration,
and public education and outreach to optimize local revenue (PAD) from the PKB
and BBNKB sectors.

Keywords:

Motor Vehicle Tax, Motor Vehicle Transfer Fee, Tax Collection System, e-Samsat,
Locally-Owned Revenue, Lampung Bapenda.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan
(BBNKB) merupakan komponen penting dalam sistem perpajakan daerah di
Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kedua jenis
pajak ini merupakan dua komponen penting dalam struktur Pendapatan Asli
Daerah (PAD), khususnya bagi pemerintah provinsi. Penelitian oleh Pangesti,
(2020) menyatakan bahwa PKB dan BBNKB memberikan kontribusi signifikan
terhadap PAD karena didukung basis pajak yang luas dan sistem administrasi
yang terdigitalisasi. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Lampung
memegang peran penting dalam pengelolaan dan optimalisasi penerimaan dari
dua jenis pajak tersebut. Efektivitas sistem dan prosedur yang diterapkan dalam
pelaksanaan PKB dan BBNKB menjadi kunci untuk menjamin peningkatan
pendapatan daerah serta pelayanan publik yang efisien agar dapat

memaksimalkan potensi penerimaan daerah.

Meskipun kontribusinya besar, pengelolaan PKB dan BBNKB di Provinsi
Lampung masih menghadapi berbagai permasalahan administratif dan
struktural. Permasalahan tersebut mencakup ketidakakuratan data kendaraan,
lemahnya pengawasan internal, hingga belum optimalnya pemanfaatan sistem
digital. Penelitian oleh Malau et al,(2021) menunjukkan bahwa di Kota Medan,
faktor-faktor seperti kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi
pajak, dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak kendaraan bermotor.



Dampak dari sistem yang lemah ini sangat luas, mulai dari penurunan
penerimaan daerah hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap layanan
pemerintah. Penelitian oleh Siregar,(2023) mengungkapkan bahwa di Samsat
Medan Selatan, sanksi pajak, pelayanan fiskus, dan kesadaran wajib pajak
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak,
sementara pengetahuan wajib pajak menunjukkan pengaruh positif namun tidak

signifikan.

Selain itu, permasalahan pelayanan yang masih bersifat manual di
beberapa provinsi menyebabkan antrean panjang, waktu proses yang lama, serta
ketidakpuasan dari wajib pajak. Hal ini menunjukkan perlunya modernisasi
sistem pelayanan melalui digitalisasi. Penelitian oleh Septaviani Wiguna &
Hidayat, (2023) di Kantor Samsat Kawaluyaan menemukan bahwa penerapan
e-Samsat berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak

kendaraan bermotor.

Salah satu tantangan utama dalam analisis sistem dan prosedur Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBNKB) di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung adalah
rendahnya integrasi sistem informasi antarinstansi terkait, seperti Samsat,
Kepolisian, dan Jasa Raharja. Meskipun terdapat upaya digitalisasi layanan,
implementasi teknologi ini belum merata di seluruh kabupaten/kota, sehingga
menimbulkan kesenjangan data. Kondisi ini mengakibatkan ketidaktepatan
dalam proses penagihan pajak, kesulitan dalam pelacakan kendaraan yang
menunggak pajak, serta hambatan dalam prosedur balik nama kendaraan
bermotor. Penelitian oleh (Daulay, 2021) mengungkapkan bahwa
ketidakmerataan  penerapan  teknologi  antarkabupaten  menyebabkan
fragmentasi data pajak kendaraan, berujung pada lemahnya kontrol terhadap
objek pajak dan potensi kebocoran pendapatan daerah. Ketidaksinkronan data
antarinstansi berpotensi menyebabkan kebocoran penerimaan daerah yang
cukup signifikan, mengingat sektor PKB dan BBNKB merupakan salah satu
sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).



Di sisi lain, tingkat kepatuhan wajib pajak di Provinsi Lampung masih
tergolong rendah. Permasalahan ini diperburuk oleh sulitnya akses terhadap
layanan pembayaran pajak, terutama bagi masyarakat di wilayah pedesaan dan
daerah perbatasan. Faktor penyebabnya antara lain adalah jarak geografis yang
jauh, keterbatasan infrastruktur digital, dan kurangnya edukasi mengenai
pentingnya kontribusi pajak daerah. Prosedur administrasi yang masih berbelit
dan lambat juga menambah beban bagi masyarakat sebagai wajib pajak.
Walaupun pemerintah daerah telah menginisiasi program pemutihan dan
pemberian insentif pajak, efektivitas kebijakan tersebut belum optimal akibat
minimnya sosialisasi dan absennya strategi berbasis data dalam menjangkau
kelompok sasaran. Penelitian oleh Zuantinaya, M. R, (2020) mengungkapkan
bahwa efektivitas kebijakan tersebut masih kurang optimal akibat kurangnya
pendekatan berbasis data dan segmentasi wajib pajak yang tepat dalam
sosialisasi. Selain itu, minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam
pengelolaan dana PKB dan BBNKB memunculkan persepsi negatif dari
masyarakat, khususnya terkait pemanfaatan dana tersebut untuk pembangunan

infrastruktur transportasi dan peningkatan layanan publik.

Permasalahan dalam sistem dan prosedur PKB dan BBNKB berdampak
langsung terhadap kinerja fiskal daerah, khususnya dalam pencapaian target
Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana keterlambatan pembayaran, kebocoran
data, dan rendahnya kepatuhan wajib pajak menyebabkan penurunan
penerimaan. Dalam jangka panjang, kondisi ini menghambat pembangunan
infrastruktur transportasi, memperlambat konektivitas antarwilayah, serta
menurunkan produktivitas dan daya saing ekonomi Provinsi Lampung secara

keseluruhan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian mengenai “Analisis Sistem Dan
Prosedur Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung” penting untuk dilakukan.
Analisis ini dibutuhkan untuk mengetahui kelemahan yang ada dan
merumuskan solusi agar penerimaan daerah meningkat dan pelayanan publik

menjadi lebih efisien.



1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana efektivitas sistem dan prosedur pemungutan Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di

badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis efektivitas sistem dan prosedur pemungutan Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

(BBNKB) di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi instansi
pemerintah daerah, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
Provinsi Lampung. Melalui analisis sistem dan prosedur pemungutan Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Kendaraan
Bermotor (BBNKB), penelitian ini dapat menjadi alat evaluatif untuk
mengidentifikasi berbagai kendala dan ketidakefisienan dalam pelaksanaan
pemungutan pajak. Penelitian oleh Asri Aditya et al,(2021) Prosedur
pemungutan PKB dan BBNKB di Jambi masih menghadapi kendala seperti
kurangnya koordinasi antarinstansi. Evaluasi prosedur diperlukan untuk
mengoptimalkan penerimaan pajak melalui digitalisasi dan sosialisasi yang
lebih insentif. Hasil dari evaluasi ini juga dapat dijadikan dasar bagi instansi
dalam merumuskan strategi perbaikan tata kelola perpajakan daerah, baik
dari segi prosedur administratif maupun pemanfaatan teknologi informasi
guna mendukung peningkatan akuntabilitas dan transparansi pelayanan

pajak.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keuangan Publik

Teori keuangan publik yang dikembangkan oleh Richard A. Musgrave
(1959) menggarisbawahi peran pemerintah dalam tiga fungsi utama: alokasi,
distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi menekankan pentingnya
penyediaan barang dan jasa publik yang efisien. Dalam hal pajak kendaraan
bermotor dan bea balik nama kendaraan, fungsi ini tercermin melalui
pengaturan kepemilikan dan peralihan kendaraan yang tidak hanya
menghasilkan pendapatan daerah, tetapi juga mengatur eksternalitas negatif
seperti kemacetan dan pencemaran udara. Fungsi distribusi berkaitan dengan
keadilan sosial dalam penetapan pajak, di mana kebijakan Pemerintah
Provinsi Lampung yang menetapkan tarif berdasarkan nilai jual kendaraan
mencerminkan penerapan prinsip keadilan fiskal. Penelitian oleh (Beare &
Toda, 2023) mengungkapkan bahwa struktur pajak yang efektif dapat
meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara menyeluruh dengan cara
mendistribusikan beban pajak secara proposional dan menghindari distorsi

ekonomi yang berlebihan.

Stabilitas fiskal dapat dicapai melalui sumber pendapatan yang dapat di
prediksi, seperti pajak kendaraan bermotor. Penelitian oleh (Berset et al.,
2023) mengungkapkan bagaimana pemerintah daerah menanggapi
perubahan penerimaan fiskal yang dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi
dengan tetap menjaga kelangsungan pembiayaan publik. Dalam konteks
daerah seperti Lampung, optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bukan hanya merupakan
upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga

menjadi strategi penting dalam memperkuat keuangan daerah agar lebih



tahan terhadap guncangan ekonomi dari luar. Hal ini menjadi semakin krusial
mengingat ketergantungan fiskal daerah pada transfer dari pemerintah pusat,
sehingga pajak kendaraan menjadi sumber pendapatan yang mandiri dan

strategis.
2.1.2 Teori Kepatuhan Pajak

Teori kepatuhan pajak menekankan bahwa perilaku wajib pajak dalam
memenuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, tidak
hanya aspek ekonomis tetapi juga psikologis, sosial, dan struktural.
Pendekatan slippery slope framework yang dikembangkan oleh Kirchler,
Hoelzl, dan Wahl (2008) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak terbentuk dari
dua elemen utama, yaitu kekuasaan otoritas pajak dan tingkat kepercayaan
wajib pajak terhadap lembaga tersebut. Dalam konteks Pemerintah Provinsi
Lampung, penerapan sistem pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) melalui e-Samsat
merupakan contoh konkret dari penerapan teori tersebut. Sistem digital ini
tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga memperkuat

kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pajak di tingkat daerah.

Penelitian oleh (Amelia, 2023) menemukan bahwa sistem e-Samsat dan
kualitas pelayanan publik berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak. e-Samsat sebagai platform digital telah berhasil meningkatkan efisiensi
pelayanan, mengurangi biaya administrasi, serta memperkuat keyakinan wajib
pajak terhadap sistem. Hal ini mempertegas bahwa penerapan teknologi
informasi dalam sistem perpajakan daerah menjadi sarana strategis untuk
memperkuat kepatuhan sukarela. Oleh karena itu, penerapan teori kepatuhan

pajak dalam desain e-Samsat dapat dikatakan berhasil.

2.2 Pendapatan Asli Daerah

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung mengelola
penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama
kendaraan bermotor (BBNKB), yang merupakan salah satu komponen penting

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam sistem keuangan daerah di Indonesia.



Pendapatan daerah merupakan salah satu sumber modal utama yang
digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan dan
proyek-proyek pembangunan di daerah. PAD merupakan hasil dari sejumlah
manfaat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tanpa campur tangan
pemerintah atau organisasi lainnya. PAD ini penting karena memberikan
stabilitas keuangan bagi daerah, memungkinkan pengelolaan keuangan
daerahnya, dan memenuhi kebutuhan pembangunan serta pelayanan
masyarakat.(Mulyani et al., 2021)

2.3 Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib
kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. (Mardiasmo, 2023)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
jenis-jenis pajak daerah dibagi menurut kewenangan pemungutnya, yaitu

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota antara lain:
1. Pajak Provinsi

Pajak-pajak yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi antara lain

meliputi:

a. Pajak kendaraan bermotor adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau
penguasaan kendaraan bermotor.

b. Bea balik nama kendaraan bermotor adalah Pajak atas penyerahan hak
milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau
perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-
menukar, hibah, warisgn atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c. Pajak alat berat adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat

berat.



Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan
bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat.

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau
pemanfaatan air permukaan.

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh

Pemerintah.

2. Pajak Kabupaten/Kota

Pajak — pajak yang menjadi kewenangan kabupaten/kota antara lain maliputi :

a.

Pajak bumi dan bangunanan perdesaan dan perkotaan adalah Pajak atas
bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

Bea perolehan hak atas tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan
hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau
bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan
diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau
badan.

Pajak Hotel, Hotel merupakan fasilitas yang menyediakan jasa
penginapan atau tempat istirahat beserta layanan terkait lainnya yang
dikenakan biaya. Fasilitas ini mencakup motel, losmen, gubuk
pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan
jenis serupa, termasuk rumah kos yang memiliki lebih dari 10 (sepuluh)
kamar.

Pajak Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau
Minuman dengan dipungut bayaran. Termasuk usaha makan, kantin ,
warung bar, dan sejenis yang termasuk jasa boga/katering.

Pajak Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua
jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/
atau keramaian untuk dinikmati.

Pajak Reklame Pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah

benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya



dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan,
mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

g. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik.
Tenaga listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu
pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam
peralatan listrik.

h. Pajak mineral bukan logam adalah pajak atas kegiatan pengambilan
mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di
permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

I. Pajak Parkir adalah pajak atas penggunaan jasa penyediaan atau
penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan
memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang
disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan
sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan
bermotor.

j. Pajak air dan tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau
pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam
lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

k. Pajak sarang burung walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan
dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa
yang termasuk marga collocalta, yaitu collncalia fuchliap haga,

collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.

2.4 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dikenakan oleh
pemerintah daerah terhadap kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan
bermotor yang digunakan di wilayahnya. Kewajiban membayar Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB) berada pada individu yang bersangkutan, kuasa,
atau ahli warisnya. Jika wajib pajak adalah suatu badan hukum, maka tanggung
jawab pembayaran berada pada pengurus atau kuasa dari badan tersebut (Putri,
2023). Pajak ini termasuk dalam kategori Pajak Daerah dan merupakan salah

satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). PKB diterapkan sebagai
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kontribusi pemilik kendaraan bermotor dalam pembiayaan pembangunan dan
pemeliharaan sarana transportasi serta infrastruktur lainnya yang ada di daerah.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta
gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh
peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk
mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak. Pemerintah
Provinsi Lampung menetapkan dan memberlakukan peraturan daerah dan
peraturan gubernur yang mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
melalui Perda Nomor 4 Tahun 2024, Pergub Nomor 27 Tahun 2023, dan Pergub
Nomor 17 Tahun 2024 guna memastikan pelaksanaan pemungutan pajak
berjalan sesuai prinsip keadilan, efisiensi, dan transparansi, serta mendorong

kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2.4.1 Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah penguasaan kendaraan bermotor.
Kendaraan mekanis adalah semua kendaraan roda dan pegangannya yang
digunakan di semua jenis jalan, dan dikendalikan oleh peralatan teknis dalam
bentuk sepeda motor atau perangkat lain yang beroperasi untuk mengubah
sejumlah sumber daya energi menjadi pergerakan mekanis yang
relevan.(Ahmad et al., 2021)

Berdasarkan peraturan daerah Lampung nomor 4 tahun 2024 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dengan objek rincian pajak pasal 3 yaitu :

1. Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas
Kendaraan Bermotor.

2. Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dikecualikan dari Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah kepemilikian dan/atau penguasaan atass

a. Kereta Api;
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b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan
pertahanan dan keamanan negara;

c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing
dengan asas timbal balik, dan lembagalembaga internasional yang
memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat; dan

d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbaru. dari Objek PKB
sebagaimana kepemilikan dan/atau.

2.4.2 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi
atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Subjek
pajak yang mempunyai kendaraan bermotor memiliki hak sepenuhnya atas
kepemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan kendaraan bermotor tersebut.
Sementara itu, subjek pajak yang menguasai kendaraan bermotor hanya dapat
memanfaatkan atau menggunakan kendaraan bermotor tersebut tanpa

memilikinya secara sah.
2.4.3 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Daerah No 4 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
Reribusi Daerah. Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap dua
jenis kendaraan bermotor yaitu Kendaraan bermotor yang dioperasikan di atas
jalan darat dan Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Penghitungan
dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor menggunakan perkalian 2 (dua)

unsur pokok yaitu :
1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)

Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum
(HPU) kendaraan tersebut. Harga pasaran umum ini ditetapkan berdasarkan
harga pasar pada minggu pertama bulan Desember di tahun pajak sebelumnya.
Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan Sebagian atau

seluruh faktor — faktor:
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harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga
yang sama;

penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;

harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang
sama;

harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan
bermotor yang sama;

harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor yang
sama;

harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan

Import Barang (PIB).

2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau

pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. Bobot

dihitung berdasarkan faktor faktor:

a.

b.

C.

tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar sumbu atau as, roda dan
berat kendaraan bermotor;

jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar,
bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri ciri mesin Kendaraan
Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 (dua) tak 4

(empat) tak, dan isi silinder.

Bobot berdasarkan koefisien yaitu:

a.

koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau
pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor
tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan

koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/ atau
pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor

tersebut dianggap melewati batas toleransi.
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Berdasarkan PERDA No 4 Tahun 2024 Pasal 6 ayat 1 (satu) Tarif Pajak
Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:

a.

untuk kepemilikan dan/ atau penguasaan Kendaraan Bermotor
pertama, ditetapkan sebesar 1 % (satu persen);

untuk kepemilikan dan/ atau penguasaan Kendaraan Bermotor
progresif kedua, ditetapkan schesar 1,25% (satu koma dua puluh lima
persen);

untuk kepemilikan dan/ atau penguasaan Kendaraan Bermotor
progresif ketiga, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
untuk kepemilikan dan/ atau penguasaan Kendaraan Bermotor
progresif keempat, ditetapkan sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh
lima persen);

untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor
progresif kelima dan seterusnya, ditetapkan sebesar 2% (dua persen);
untuk kepemilikan dan/ atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang
digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan
sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga
sosial dan keagamaan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah,
ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen). Dokumen registrasi
kendaraan STNK dan BPKB yang dicantumkan secara spesifik dan
dokumen pendukung seperti izin operasional dari instansi terkait

menjadi dasar pengelompokan kendaraan.

2.5 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor juga merupakan salah satu unsur

yang terdapat dalam pajak provinsi sebagaimana disebutkan pada penjelasan

jenis pajak daerah. Berdasarkan Perda No 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Pajak atas

penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua belah

pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar -

menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
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Pemilik kendaraan bermotor perlu melakukan proses balik nama agar tidak

mengalami kesulitan saat memperpanjang STNK dan mengurus dokumen

kendaraan lainnya. Proses ini membutuhkan sejumlah biaya, seperti Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), biaya administrasi dan penerbitan
STNK, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta penerbitan Buku Pemilik
Kendaraan Bermotor (BPKB) baru.

2.5.1 Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Berdasarkan peraturan daerah lampung Nomor 4 tahun 2024 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah dengan objek rincian pajak pasal 9 yaitu:

1. Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.

2. Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Yang dikecualikan dari objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah penyerahan atas:

a.
b.

d.

Kereta api;

Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk
keperluan pertahanan dan keamanan negara;

Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan
negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga
internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan
pajak dari pemerintah pusat; dan

Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan.

Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagai Objek BBNKB

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan

Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:

a.
b.

untuk diperdagangkan;

untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan
Indonesia; dan

digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh, dan

kegiatan olahraga bertaraf intemasional.
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Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c tidak
berlaku apabila selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut Kendaraan
Bermotor tidak dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia.

2.5.2 Subjek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No.4 Tahun 2024
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024, subjek Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor orang pribadi atau badan yang menerima
penyerahan Kendaraan Bermotor. Sedangkan wajib pajak adalah orang

pribadi atau badan yang menerima penyerahan Kendaraan bermotor.
2.5.3 Dasar Pengenaan dan Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan BBNKB adalah nilai jual Kendaraan Bermotor yang
ditetapkan oleh keputusan gubernur dengan berpedoman pada ketentuan
yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang
pemerintahan. Berdasarkan PERDA Nomor 4 tahuan 2024 pada pasal 12
tarif BBNKB atas penyerahan pertama Kendaraan Bermotor roda 4 (empat)
atau lebih, roda 3 (tiga) dan roda 2 (dua) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh

persen).

2.6 Konsep Aplikasi e-Samsat

E-Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) adalah sistem
elektronik yang dikembangkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
Provinsi Lampung, sistem ini memungkinkan pemilik kendaraan untuk
mengurus berbagai hal terkait kendaraan mereka secara online. Sistem ini
merupakan bentuk implementasi layanan digital di bidang perpajakan
kendaraan bermotor yang bertujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan,
dan transparansi dalam pelayanan. Tercatat bahwa e-Samsat secara signifikan
meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat dengan menghadirkan sistem yang
lebih transparan dan proses yang lebih efisien (Klarisa & Aryani, 2023).
Layanan ini di buat sebagai solusi atas berbagai kendala dalam pelayanan
manual, seperti antrian panjang, keterlambatan pembayaran, serta praktik

pungutan liar. Berkat kerja sama terintegritasi antara Bapenda, Kepolisian, dan
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Jasa Raharja, e-Samsat memudahkan masyarakat dalam memeriksa tagihan
pajak kendaraan, melakukan pembayaran secara daring, serta mengesahkan
STNK elektronik cukup melalui ponsel pintar.

Implementasi e-Samsat oleh Bapenda Lampung dilakukan sejak tahun 2020
melalui berbagai strategi, seperti digitalisasi data kendaraan, pengembangan
infrastruktur sistem, pelatihan petugas pelayanan, serta sosialisasi intensif ke
masyarakat melalui media daring dan media cetak. Penelitian oleh (Rindiyani
& Faisol, 2023) menyatakan bahwa implementasi atas pemanfaatan e-Samsat
sangat membantu dan mempermudah wajib pajak dalam melakukan
pembayaran pajak dari mana saja, dan kapan saja. Implementasi e-Samsat
memberikan dampak yang sangat besar dalam meningkatkan efisiensi layanan
serta mendorong kepatuhan wajib pajak. Salah satu keuntungan utamanya
adalah kemudahan dan percepatan dalam proses pembayaran pajak, yang secara
langsung berkontribusi pada peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah
(PAD)

2.7 Penelitian Terdahulu

No Nama Judul Metode Hasil Temuan
Peneliti Penelitian
1. | Kalalo et al., | Analisis Penelitian Kualitatif | Sistem  manual
(2020) Sistem  dan pembayaran PKB
Prosedur dan BBNKB di
Pembayaran BAPENDA
Pajak Sulawesi  Utara
Kendaraan telah sesuai
Bermotor dan dengan Perda No.
Bea Balik 7 Tahun 2011
Nama Pasal 52. Namun,
Kendaraan sistem  melalui
Bermotor Samsat belum
pada Badan sepenuhnya
Pendapatan sesuai karena
Daerah belum memakai
Provinsi nota perhitungan.
Sulawesi Prosedur tersebut
Utara. masih  memiliki
kekurangan dari
sisi administrasi.
Meskipun begitu,
pengendalian
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Malang Kota.

No Nama Judul Metode Hasil Temuan
Peneliti Penelitian
internalnya sudah
berjalan  sesuai
prinsip
pengendalian
yang berlaku.
2. | Zuantinaya,M. | Analisis Studi deskriptif | Sistem
R (2020) Sistem dengan metode | pemungutan PKB
Pemungutan | observasi dan praktik | lima tahunan di
Pajak kerja lapangan, serta | SAMSAT
Kendaraan analisis pengendalian | Surabaya Utara
Bermotor internal berdasarkan | mengikuti  1SO
Lima pedoman ISO | 9001:2015,
Tahunan  di | 9901:2015 dan | namun belum
Sistem COSsO0. berjalan efektif.
Adminitrasi Alur pembayaran
Manunggal sederhana, tetapi
Satu Atap belum  optimal
(SAMSAT) bagi wajib pajak.
Surabaya Pengendalian
Utara. internal  lemah
akibat
penggabungan
fungsi loket
STNK dan
TNKB.
3. | Liliana, Evaluasi Deskriptif ~ dengan | Pengendalian
(2021) Pengendalian | pendekatan intern di
Intern  Atas | kualitatif; Teknik | SAMSAT
Sistem pengumpulan  data | Malang Kota
Pemungutan | menggunaakan cukup baik dalam
Pajak wawancara,observasi | pendaftaran dan
Kendaraan dan dokumentasi. pendataan.
Bermotor Namun,
(PKB) dan masyarakat masih
Bea Balik kesulitan
Nama memahami  alur
Kendaraan pembayaran
Bermotor karena kurangnya
(BBNKB) sosialisasi.
(Studi  pada Standar  waktu
kantor pelayanan sudah
Bersama diterapkan, tetapi
Samsat perlu peningkatan

edukasi publik.




18

Kota Padang).

No Nama Judul Metode Hasil Temuan
Peneliti Penelitian
4. | Juliana Analisis Deskriptif Pelaksanaan
nasution, Pelaksanaan | kuantitatif(studi pemungutan PKB
(2022) Sistem kasus, pengumpulan | di Samsat Kota
Pemungutan | data melalui | Medan sudah
Pajak kuesioner dan | sesuai  regulasi
Kendaraan observasi di BPPRD | dan efektif pada
Bermotor di | di Medan Selatan). tahap
Kota Medan. pembayaran.
Namun, efisiensi
rendah karena
wajib pajak harus
berpindah antar
loket.
Diperlukan
formulasi  baru
terkait kewajiban
dan persyaratan
pembayaran
PKB.
5. | Bilgis Azizah | Analisis Deskriptif kualitatif. | Sistem dan
(2023). Sistem  dan prosedur
Prosedur pemungutan PKB
Pemungutan dan BBNKB
Pajak sudah sesuai
Kendaraan SOP, namun
Bermotor dan prosesnya dinilai
Bea Balik terlalu  panjang
Nama dan berbelit-belit.
Kendaraan Faktor penyebab
Bermotor menurunnya
(Studi  Kasus pencapaian
Kantor adalah  pandemi
SAMSAT COVID-19.




BAB Il
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas sistem dan
prosedur pemungutan penerimaan pajak kendaraan bermotor serta bea balik
nama kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
Laporan akhir ini disusun berdasarkan hasil observasi penulis selama
pelaksanaan penelitian, guna memberikan gambaran nyata mengenai
pelaksanaan di lapangan. Penelitian ini secara khusus mendeskripsikan secara
sistematis dan faktual tentang efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor
dan bea balik nama kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Lampung.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian mencakup dua bagian yaitu

sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumbernya.
Sumber data primer yang digunakan adalah data hasil wawancara langsung
dengan pihak berwenang di Bapenda Provinsi Lampung Tahun 2025. Kepala
Sub Bidang Pajak 1 Bapak Syaifulloh Noer, S.IP., M.PA. Data ini dikumpulkan
secara langsung melalui proses wawancara sehingga termasuk data primer yang

diperoleh dari sumber pertama dan asli terkait objek penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh peneliti secara langsung
dengan mengumpulkan dokumen-dokumen, landasan teori, serta informasi dari
penelitian- penelitian pustaka seperti jurnal, artikel dan situs web resmi dinas

yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan.
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3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memastikan validasi dan keakuratan data yang dikumpulkan,
penelitian ini menggunakan pendekatan triangulasi data. Triangulasi adalah
suatu pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk meningkatkan
kredibilitas dan validitas temuan melalui pengumpulan dan analisis data dari
berbagai perspektif (Arianto, 2024). Dalam penelitian ini, triangulasi data
dilakukan dengan mengintegrasikan tiga metode pengumpulan data, yaitu
wawancara, observasi dan kepustakaan, untuk menganalisis efektivitas
sistem dan prosedur pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Badan Pendapatan

Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung.
1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak berwenang di Bapenda
Provinsi Lampung, yaitu Kepala Sub Bidang Pajak 1, Bapak Syaifullah
Noer, S.IP., M.PA. Proses ini bertujuan untuk memperoleh data primer yang
mendalam mengenai pelaksanaan prosedur pemungutan pajak, kendala

yang dihadapi, dan efektivitas sistem yang diterapkan.
2. Observasi

Observasi dilakukan selama periode magang dari tanggal 13 Januari 2025
hingga 28 Februari 2025 di Bapenda Provinsi Lampung. Peneliti mengamati
secara langsung proses pelayanan pajak, baik secara manual di loket Samsat
maupun melalui system digital e-Samsat, serta interaksi antara petugas dan
wajib pajak. Observasi ini menghasilkan data factual tetang alur pelayanan,
efisiensi prorses, dan kendala praktis seperti antrian panjang atau

keterlambatan administrasi.
3. Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dari
dokumen resmi seperto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2024, Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2024,

serta jurnal, artikel, dan buku referensi yang relevan. Data ini digunakan
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untuk membangun landasan teori dan membandingkan temuan lapangan

dengan regulasi serta penelitian terdahulu.

3.4 Objek Kerja Praktik
3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Penulis melakukan magang melakukan magang selama 7 minggu mulai dari
tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan 28 Februari 2025, kegiatan magang
ini dilaksakan di :

Lokasi: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Alamat: JI Sultan Hasanudin No0.45,Gn. Mas, Kec. Tlk Betung Utara, Kota

Bandar Lampung
Waktu kerja: Senin s/d Jumat, pukul 08.00-16.00
3.4.2 Gambaran Umum Instansi

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) provinsi Lampung adalah
Lembaga pemerintah yang bertugas menyelanggarakan sebagian urusan
pemeritahan di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi daerah
serta tugas dekonsentrasi dan pembantuan sesuai kebijakan Gubernur dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bapenda, 2025). Bapenda
bertanggung jawab mengelola dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah
(PAD) melalui perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan, serta
penetapan standar dan pedoman yang menjadi acuan pelaksanaan tugasnya.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung memiliki tiga
fungsi utama. Pertama, perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan, dan
penetapan standar atau pedoman di bidang pendapatan daerah untuk
mengarahkan pengelolaan pendapatan asli daerah sesuai asas otonomi dan
peraturan yang berlaku. Kedua, fungsi pembinaan, pengendalian,
pengawasan, dan koordinasi yang memastikan pelaksanaan kebijakan
pendapatan berjalan efektif, transparan, dan sesuai ketentuan serta
mengharmonisasikan kerja sama antar instansi terkait. Ketiga, fungsi

pelayanan administratif yang meliputi pendaftaran wajib pajak, penetapan,
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penagihan, pembukuan, pelaporan, dan pelayanan kepada masyarakat guna
mendukung kelancaran administrasi dan kepastian hukum bagi wajib pajak
(Bapenda, 2025). Ketiga fungsi utama ini secara terpadu menjadikan Bapenda
Provinsi Lampung sebagai lembaga yang berperan strategis dalam
pengelolaan dan optimalisasi pendapatan daerah, mendukung pembangunan

dan pelayanan publik di wilayah Lampung.

3.4.2.1 Profil Singkat
Gambar dibawah ini adalah foto Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Lampung yang bertempat di JI. Sultan Hasanudin, Gn Mas, Kec. Teluk
Betung Utara, Kota Bandar Lampung.

Gambar 3.1 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

3.4.2.2 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Provinsi Lampung

Badan pendapatan daerah (BAPENDA) merupakan unsur penunjang
urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan
sub pengelolaan pajak daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui
Sekretaris Daerah. Berdasarkan peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2024
tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung. Susunan organisasi Badan

pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

a. Kepala Badan

b. Sekretaris, membawahi:
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1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasiona, membawabhi :
1. Sub Bidang Perencanaan Kebijakan Pajak Daerah;

2. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi PBB-P2; dan
3. Jabatan Fungsional.

Bidang Pajak, membawabhi:

1. Sub Bidang Pajak I;

2. Sub Bidang Pajak Il; dan

3. Jabatan Fungsional.

Bidang Pendaftaran dan Penetapan, membawahi :

1. Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan;

2. Sub Bidang Keberatan; dan

3. Jabatan Fungsional.

Bidang Pembukuan dan Pelaporan, membawahi:

1. Sub Bidang Pembukuan;

2. Sub Bidang Pelaporan; dan

Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional; dan

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
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Gambar 3.2 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Lampung

KEPALA BADAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

1

Sub Bagian
Umum dan
Kepegawaian

Jabatan Fungsional Melalui

Penyetaraan

|

Bidang Perencanaan
dan Pengendalian

Bidang Pajak

Bidang Pendaftaran

Bidang Pembukuan
dan Pelaporan

1

Sub Bidang Pembukuan

Operasional dan Penetapan
Sub Bidang ‘ . Sub Bidang Pendaftaran
Perencanaan Sub Bidang Pajak | 1 dan Pgnetapan
Kebijakan Pajak
Daerah
Sub Bidang

Pengolahan Data dan
Informasi PBB-P2

Sub Bidang Pajak Il

—{ Sub Bidang Keberatan

Sub Bidang Pelaporan

Jabatan Fungsional
Melalui Penyetaraan

Jabatan Fungsional
Melalui Penyetaraan

Jabatan Fungsional
Melalui Penyetaraan

Jabatan Fungsional
Melalui Penyetaraan

—

Sumber: (Peraturan Walikota No. 4 Tahun 2024) diolah.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung memiliki 15 (lima belas) Unit

Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang bertugas melaksanakan sebagian tugas

teknis operasional di bidang pendapatan daerah di tingkat wilayah atau

kabupaten/kota.

Berikut ini merupakan pembagian UPTD yang didasarkan pada wilayah

masing-masing.

a. UPTD Pendapatan Wilayah | mencakup Kota Bandar Lampung.
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b. UPTD Pendapatan Wilayah Il mencakup Kabupaten Lampung
Selatan.

c. UPTD Pendapatan Wilayah I11 mencakup Kota Metro.

UPTD Pendapatan Wilayah 1V mencakup Kabupaten Lampung

Tengah.

UPTD Pendapatan Wilayah V mencakup Kabupaten Lampung Timur.

UPTD Pendapatan Wilayah VI mencakup Kabupaten Lampung Utara.

UPTD Pendapatan Wilayah VII mencakup Kabupaten Pringsewu.

oQ S o

UPTD Pendapatan Wilayah VIII mencakup Kabupaten Pesawaran.

UPTD Pendapatan Wilayah IX mencakup Kabupaten Pesisir Barat.

J.  UPTD Pendapatan Wilayah X mencakup Kabupaten Waykanan.

k. UPTD Pendapatan Wilayah X1 mencakup Kabupaten Tulang Bawang.

I. UPTD Pendapatan Wilayah XII mencakup Kabupaten Mesuiji.

m. UPTD Pendapatan Wilayah X1V mencakup Kabupaten Tanggamus

n. UPTD Pendapatan Wilayah XIV mencakup Kabupaten Lampung
Barat.

0. UPTD Pendapatan Wilayah XV mencakup Kabupaten Tulang Bawang

Barat.

3.4.2.3 Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan
Daerah Kota Bandar Lampung. Badan Pendapatan Daerah mempunyai
tugas dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang
pengelolaan pajak. Berikut ini adalah uraian tugas sesuai dengan struktur

organisasi Badan Pendapatan Lampung.

1. Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPENDA di
bidang kesekretariatan yang meliputi perencanaan, penganggaran dan

evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi barang milik Daerah,
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administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengadaan dan pemeliharaan
barang milik Daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan
Daerah.

Bidang Bagian Perencanaan dan Pengendalian Operosional mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas BAPENDA di bidang perencanaan dan
pengendalian operasional meliputi perencanaan dan penyusunan kebijakan
teknis perpajakan Daerah, pengolahan data serta pengendalian dan
pengawasan operasional Pajak Daerah.

Bidang Pajak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPENDA di
bidang pengelolaan Pemungutan, Penagihan, Pemeriksaan, intensifikasi dan
ekstensifikasi meliputi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak
Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
(MBLB), Opsen PKB, Opsen BBNKB.

Bidang Pendaftaran dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas BAPENDA dalam pelaksanaan pelayanan pendaftaran,
penetapan, keberatan, pengurangan, keringanan, angsuran, pembatalan,
pembebasan, penghapusan, pembetulan, dan restitusi Pajak, serta pelayanan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas BAPENDA dalam pelaksanaan pembukuan penerimaan, pembukuan
Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pelaporan realisasi anggaran dan
penyusunan piutang Pajak.

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BAPENDA mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan teknis BAPENDA sesuai dengan kebutuhan
berdasarkan keterampilan dan keahlian.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) memiliki tugas untuk menjalankan
sebagian fungsi teknis operasional terkait pendapatan daerah pada tingkat

wilayah atau kabupaten/kota.






BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai sistem dan
prosedur pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Lampung, dapat disimpulkan bahwa sistem dan prosedur pemungutan PKB dan
BBNKB secara formal telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
yang ditetapkan. Baik dalam pelayanan manuak maupun digital melalui e-
Samsat, seluruh tahapan mulai dari pendaftaran, verifikasi, penetapan pajak,
hingga penerbitan dokumen telah terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku.
Modernisasi sistem melaui e-Samsat secara structural menunjukkan arah yang
positif dengan mempermudah akses pelayanan dan mempercepat proses

administrasi.

Namun demikiam, efektivitas implementasi sistem belum tercapai secara
menyeluruh. Di lapangan masih ditemukan berbagai kendala sepertinya
rendahnya literasi digital masyarakat, terutama di wilayah pedesaaan,
keterbatasan infrastruktur teknologi, serta minimnya integrasi data antar
BAPENDA Kepolisian dan Jasa Raharja. Sebagian tahapan pelayanan,
khususnya di bagian verifikasi dan validasi data kendaraan masih bersifat
manual, sehingga memperlambat proses meskipun wajib pajak sudah
menggunakan layanan digital di tahap awal. Dengan demikian, keberhasilan

sistem ini belum merata dan belum optimal secara fungsional.
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5.2 Saran

Untuk meningkatkan kinerja sistem pemungutan PKB dan BBNKB,
disarankan agar Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung memperkuat
integrasi data antara Bapenda, kepolisian, dan lembaga keuangan. Integrasi ini
penting untuk memastikan akurasi data kendaraan dan pemiliknya, serta
mempercepat proses administrasi. Selain itu, pembaruan data Nilai Jual
Kendaraan Bermotor (NJKB) secara berkala juga perlu dilakukan agar

perhitungan pajak lebih akurat dan adil bagi wajib pajak.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga sangat diperlukan.
Petugas pajak di setiap UPTD sebaiknya mendapatkan pelatihan berkala
mengenai sistem digital dan prosedur terbaru agar dapat menjalankan tugas
secara profesional dan sesuai standar. Di sisi lain, sosialisasi kepada masyarakat
mengenai tata cara pembayaran pajak secara digital juga harus diperkuat,
khususnya kepada masyarakat yang kurang familiar dengan teknologi, agar

tidak terjadi keterlambatan pembayaran akibat ketidaktahuan.

Selain itu, perlu dilakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan
prosedur di lapangan agar tidak terjadi perbedaan pelayanan antar wilayah.
Pemerintah daerah juga disarankan untuk memanfaatkan sistem informasi
manajemen secara maksimal, tidak hanya untuk pelayanan, tetapi juga untuk
pengambilan keputusan yang berbasis data. Dengan perbaikan menyeluruh pada
aspek sistem, prosedur, SDM, dan edukasi publik, diharapkan pemungutan PKB
dan BBNKB dapat berjalan lebih optimal serta memberikan kontribusi yang

maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah.
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